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Abstrak

Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan dalam pengawasan administrasi keuangan desa yaitu BPD belum
berperan secaraioptimal dalam melakukan pengawasan administras keuangan desa. Penulisan skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui_dan mendeskripsikan peran BPD dalam mengawas administrasi keuangan desa.
Penelitian ifi merupakan jenis penelitian.deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam
penelitian ini yaitu Ketua BPD Semade, Anggota BPD Semade, Pj Kepala Desa Semade, Sekretaris Desa
Semade, Bendahara Desa Semade dan Masyarakat Desa Semade!

Hasil penelitian ini menunjukkan adanyaitemuan permasalahan yang menyebabkan pengawasan BPD belum
optimal. Pengawasan oleh BPD belum optimal dikarenakan Pj Kepala Desa belum menyampaikan laporan
tertulis tentang pelaksanaan APBDes kepada BPD yang.akan digunakan sebagai bahan pengawasan pelaksanaan
administrasi=keuangan desa yang disebabkan: pertama, keterbatasan kemampuan Aparatur Desa dalam
menggunakan komputer dan pelatihan komputer yang masih belum ada diterima oleh Aparatur. Desa; kedua,
Aparatur Desa yang tidak masuk kantor pada setigp hari kerja. Berdasarkan hal tersebut, pendliti memberi
maslikan agar Aparatur Desa diberikan pelatihan komputer oleh Pemerintah Kabupaten Landak agar Aparatur
Desa dapat mengoperasikan komputer dan memudahkan dalam membuat laporan keuangan desa serta Aparatur
Desadapat diwajibkan untuk selalu masuk kantor pada setiap heri kerja

Kata-kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan, Administasi K euangan Desa

THE ROLE OF VILLAGE LEGISLATURE IN VILLAGE BUDGET
ADMINISTRATION CONTROLLING AT SEMADE VILLAGE, BANYUKEHULU
SUBDISTRIC, LANDAK COUNTY

Abstract

This thesis writteniby issue in Village budget ‘administration controlling Village Legislature has not done their
function optimally inicontrolling village budget administration. Thisthesisis aimed to know and describe role of
Village Legislature in“eentrolling village budget administration. This research is a.desCriptive study by using
qualitative approach. Subjects of this=research are head of Semade.\illage Legidature, Member of Semade
Village Legidature, Task Executor of Semade Village and Societies of Semade Village.

The result of this reseach shows there are issues found causing controlling of Village Legidature has not been
optimal: Village Legidature Controlling has not due to task executor of village head has not given written
reports about implementation of village budget to village legidature that will be use as controlling material about
implementation of village budget administration due to: first, limited village apparatus competence in using
computers and there is not computer training accepted by village apparatus; second, absence of village apparatus
in every working day. According to that case, reseacher gives suggestion in order to village apparatus are given
computer training by Government Landak County in order to they can operate computers and make them
compile village budget reports easier then obligate them to always on duty at office in every working day.

Keywords : Role of Village Legisature, Controlling, Village Budget Administration
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Desa merupakan ujung tombak
pemerintahan di  Indonesia.  Oleh
karena itulah maka keberhasilan
pemerintahan desa juga merupakan
keberhasilan pemerintahan daerah.dan
pemerintahan pusat. Desa harus
diperhatikan oleh~"pemerintah agar
terjadi  kemauan di desa yang
berdampak pada kemguan Negara
Indenesia.

Dengan dikeluarkannya Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka desa menjalankan otonomi
desa“dimana desa berwenang untuk
mengatur dan mengurus  urusan
pemerintahannya  sendiri  termasuk
dadam mengatur dan  mengurus
administrasi keuangan desa. Tiap
desa diberikan dana desa yang.berbeda
berdasarkan jumlah. penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan'i. geografis: -'desa. - setiap
kabupaten/keta. Keuangan desa yang
diberikan oleh negara. kepada desa
diperuntukkan bagi kemauan dan
kesgahteraan masyarakat desa. Oleh
karena itu dalam mengurus dan
mengelola keuangan desa harusah
memiliki administras keuangan desa
yang bak. Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang merupakan lembaga

LOVINA VALENTINE MAUKAR, NIM. E42012070
Program Studi llmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

http://jurmafis.untan.ac.id

yang mempunyal fungsi pengawasan
diharapkan dapat menjalankan
perannya secara sungguh-sungguh
terutama dalam ha  pengawasan
administrasi keuangan desa.
Berdasarkan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
memiliki peran dalam mengawas
kinerja:  Kepala “+ Desa Dalam
melaksanakans pengawasan  kinerja
Kepala Desa, meka Kepda Desa
memiliki kewajiban kepada BPD yaitu
menyampaikan laporaft  keterangan
penyelenggaraan pemerintahan desa
yang memuat mengenai-«pel aksanaan
peraturan desa secara tertulis kepada
BPD termasuk di dalamnya
menyampaikan laporan tertulis tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) kepada BPD.
Laporan-mengenai pelaksanaaan
APBDes_kepada BPD tersebut dapat
digunakan oleh BPD dalam
melaksanakan  fungsi  pengawasan
kinerja_ Kepala™ Desa. Ha tersebut
dikarenakan dana desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) jumlahnya cukup
besar, maka diperlukan mekanisme
pengawasan dari masyarakat yang
diwakili oleh BPD untuk mengawas

penggunaan dana tersebut agar dapat
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dipergunakan sesuai dengan
peruntukannya untuk meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat.

Namun yang peneliti temukan di
lapangan adalah P} Kepala Desa
Semade belum menyampaikan laporan
tertulis tentang pelaksanaan APBDes
kepada BPD yang dikarenakan belum
terselesaikannya Laporan
Pertanggungjawaban™ APBDes. Belum
tersel esaikannya Laporan
Pertanggungj awaban APBDes
disebabkan _Beberapa hal, " yaitu:
pertama, = keterbatasan kemampuan
Aparatur  Desa dalam menggunakan
komputer khususnya Program
Microsoft Excel yang masih belum
dapat..dikuasai oleh Aparatur Desa
terutama Bendahara Desa Semade
sehingga menghambat prases
pengerjaan Laporan
Pertanggungjawaban APBDes. Latar
belakang pendidikan yang ditempuh
disertai. kurangnya--pelatihan yang
diberikankepada Aparatur- Desa turut
menjadi hambatan.

Kedua, selain...Keterbatasan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan
belum adanya pelatihan program
keuangan desa bagi Aparatur Desa di
Kabupaten Landak, belum
terselesaikannya Laporan
Pertanggungjawaban APBDes juga
disebabkan karena Aparatur Desa yang
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tidak masuk kantor pada setiap hari
kerja Desa Semade, Aparatur Desa
masuk kantor berdasarkan jadwal piket
yang telah ditentukan. Dengan adanya
jadwal  piket ini  menyebabkan
kurangnya komunikasi antarsesama
Aparatur Desa dan ha ini dapat
berdampak bagi penyelesaian Laporan
Pertanggungjawaban APBDes. Dengan
adanya jadwalspiket ini juga membuat
tingkat: kedisiplinans_Aparatur Desa
menjadi menurun.

Selain masalah yang mencakup
laporan tertulis tentang pelaksanaan
APBDes, penditi jugd menemukan
adanya permasalahan #tain seputar
administras keuangan desa'yang juga
terjadi di Desa Semade. Pertama, peran
pengawasan oleh BPD yang kurang
diketahui oleh anggota BPD| dan
pelaksanaan pengawasan oleh’ BPD
yang dinila masih kurang optimal.
Kedua, buku-buku
keuangan. desa. yang tidak dikelola

administras

secara langsung oleh Bendahara Desa
dan kurangnya kerjasama antar sesama
Aparatur _..Desa. Ketiga, adanya
hambatan-hambatan yang dialami oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam mengawas administrasi
keuangan desa seperti pelaksanaan
keuangan desa di Desa Semade dinilai
tidak transparan dan tidak sesuai

dengan harapan serta P} Kepala Desa
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yang jarang berada di kantor sehingga
BPD sulit untuk berkomunikasi..
2. Rumusan Permasalahan

Agar peneitian menjadi lebih
mudah dan memiliki arah yang jelas,
maka terlebih dahulu dirumuskan
permasalahannya. Permasalahan yang
digiukan dalam penelitian ini adalah™
Bagaimana peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pengawasan administrasi kellangan desa
di Desa Semade Kecamatan Banyuke
Hul u'K abupaten.Landak?
3. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini  bertujuan untuk
mengetahui dan  mendeskripsikan
pelakSanaan pengawasan administrasi
keuangan desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Semade Kecamatan Banyuke Hulu
Kabupaten Landak. Secara khusus,
tujuan di atas dapat didetilkan menjadi:
a. Untuk mengetahui peran BPD
dalam "menentukan/--menetapkan apa
yang harus dilakukan atau- diharapkan
terkait pengawasan  administrasi
keuangan desa di Desa.Semade
b. Untuk menemukan/ mengetahui apa
yang terjadi pada pelaksanaan
pengawasan administras  keuangan
desa di Desa Semade
c. Untuk membandingkan antara hasil

dengan hargpan pada pengelolaan
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administrasi keuangan desa di Desa
Semade
d. Untuk mengetahui kesetujuan atau
ketidaksetujuan pada hasil yang dicapai
diserta pengoreksian atas pengelolaan
administrass  keuangan desa dan
pengawasan keuangan desa di Desa
Semade.
4. Manfaat Penelitian
1. ManfaatTeoritis
Adanya penelitian ini
diharapkans mampu “memberikan
sumbangan = penhgetahuan “terhadap
ilmu sosia, khususnya ilmu
pemerintahan. Hasil"penelitian ini
nantinya juga dapat dijadikan
aternatif rujukan bagi-=péneliti lain
yang ingin meneliti objek atau
variabel yang sama. Hasll penélitian
ini dapat pula menjadi bahan bacaan
dan literatur tambahan bagi peneliti
lain.
2. Manfaat Praktis
Untuk BPD, hasil pendlitian
iniy dapat dijadikan; suatu bahan
pertimbangan untuk  mengambil
kebijakan terkait dengan
pel aksanaan pengawasan
administrasi keuangan desa di Desa
Semade. Untuk pemerintah Desa
Semade, hasil penelitian ini dapat
dijadikan bahan masukan agar ke
depannya pel aksanaan dan
pengelolaan administrasi
4
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pemerintahan desa dapat terlaksana
lebih baik lagi.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori
1) Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)

Berdasarkan.#Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang menyebutkan: bahwa Badan
Permusyawargtan Desa yang
selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan pefwujudan
demokrasi dalam pengawasan
penyélenggaraan pemerintahan Desa
sebagal. unsur dari fungss BPD yang
menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa
(BRD) mempunyai fungsi membahas
dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa " bersama «Kepaa  Desa,
menampung dan menyaltrkan aspirasi
masyarakat s Desa dan melakukan
pengawasan kinerjfakepala Desa.

2) Pengawasan

Siagian (2012:258)
mengungkapkan bahwa pengawasan
ialah keseluruhan upaya pengamatan
pelaksanaan kegiatan operasional guna
menjamin bahwa berbaga kegiatan

tersebut sesuai dengan rencana yang
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telah ditetapkan sebelumnya. Dari
definis  tersebut terlihat  bahwa
pengawasan disdlenggarakan pada
waktu kegiatan operasional
berlangsung. Berarti: (a) orientas
waktu pelaksanaan pengawasan adalah
sekarang; (b) sasaran pengawasan
terbatas pada keterkaitannya dengan
rencana;_ (c) sifat pengawasan pada
dasarnya adalah. preventif.

Terry (20137232) menyatakan
bahwa pengawasan adalah dalam
bentuk pemeriksaan untuk memastikan,
bahwa apa yang sudah dikerjakan
adalah juga dimakstidkan untuk
membuat sang manger waspata
terhadap suatu persoalan® potensial
sebelum persoalan itu menjadi serius.
Pengawasan adalah suatu proses dasar,
serupa sgja dimanapun ia terdapat dan
apapun yang diawasi.

Manullang (2009:173)
mengungkapkan bahwa tujuan utama
dari’ pengawasan ialah mengusahakan
agar rgpa yang direncapakan menjadi
kenyataan. Untuk dapat benar-benar
merealisasi«tUjlan utama tersebut,
maka pengawasan pada taraf pertama
bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan instruksi yang telah
dikeluarkan, dan untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan serta kesulitan-
kesulitan yang dihadapi dalam
pelaksanaan  rencana  berdasarkan
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penemuan-penemuan tersebut dapat
diambil tindakan untuk
memperbaikinya, baik pada waktu itu
ataupun  waktu-waktu yang akan

datang.

Siagian (2012:259) menyatakan
bahwa untuk mengetahui dengan jelas
apakah penyelenggaraan operasiond
sesuai dengan rencana atau tidak, dan
apakah terjadi devias atau tidak,
mangjemen perlu mengamati jalannya
kegiatan operasional ‘tersebut. Berbagai
teknik yang dapat digunakan antara
lan adalah: Pertama: Pengamatan
langsung  atau  observasis  oleh
mangemen untuk melihat sendiri
bagamana caranya para petugas
operasional menyel enggarakan
kegiatan dan menyelesaikan tugasnya.
Kedua: Melalui laporan — baik lisan
maupun tertulis — dari pada penyelia
yang sehari-hari mengawasi.. secara
langsung kegiatan -para bawahannya.
Ketiga'iMelalui penggunaan_kuesioner
yang respondennya  -adalah. . para
pelaksana i kegiatan operasiond.
Keempat: Wawancara, Apabila
diperlukan wawancara dengan para
penyelenggara  berbagal  kegiatan
operasional pun dapat dilakukan dalam

rangka wawancara.

Menurut Terry (dalam Torang,
2013:177) mengungkapkan bahwa

pengawasan (controlling) terdiri dari:
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1) Menentukan / menetapkan apa
yang harus dilakukan atau
diharapkan.

2) Menemukan / mengetahui apa
yang terjadi.

3) Bandingkan hasil dengan harapan

4) Menyetujui atau tidak hasil yang
dicapai disertai dengan
pengoreksian.

3) Administrasi Keuangan Desa

Menurut Beratakusumah
(2004:24), s Pemerintahan“Desa terdiri
atas Kepala Desalatau yang di sebut
dengan nama lain dan perangkat Desa.
Istilah Kepala Desa dapét di sesuaikan
dengan kondis sosia #budaya Desa
setempat. la di pilih langsung oleh
penduduk desa dari calon yang
memenuhi syarat.

Desa memiliki fungsi
pemerintahan, keuangan Desa,
pembangunan Desa, serta mendapat
faslitass dan pembinaan  dari
pemerintah Kabupaten/Kgta. Dalam
posisis seperti ini, Desa mendapat
perlakuan yang sama'dari Pemerintah
Pusat dan.-Pemerintan Daerah. Oleh
sebab itu, di masa depan Desa dapat
melakukan perubahan tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, pelaksanaan pembangunan
yang berdaya guna, serta pembinaan
masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat di wilayahnya.

Program Studi llmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



C. HASIL

Governance, Jurnal S-1 [Imu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016

2. Metode Pendlitian

Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Dalam hal ini,
peneliti ingin mengeksplorasi lebih
jaun dan mendeskripsikan peran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dadam melakukan
administrasi keuangan desa di Desa
Semade Kecamatan Banyuke Hulu
Kabupaten lzandak.

Subjek pendlitian yaitu Kepala
Desa Semade, Sekretaris © Desa
Semade,” Bendahara Desa Semade,
Ketua_ BPD dan Anggota BPD
sebanyak 1 (satu) orang, dan 2; (dua)
orang perwakilan masyarakat. Teknik

pengawasan

peagumpulan data menggunakan
teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik keabsahan data

menggunakan triangulasi sumber.

PENELHFAN DAN
PEMBAHASAN

Penelitian “inie.ingin melihat
peran BPD dalam melakukan
pengawasan administrasi  keuangan
desa di Desa Semade Kecamatan
Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
Apakah pengawasan tersebut sudah

berjalan secara optimal atau tidak.
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1. Indikator Pengawasan
a. Menentukan / Menetapkan Apa
yang Harus Dilakukan atau
Diharapkan
Berdasarkan  hasil  penelitian
diketahui bahwa belum adanya standar
pengawasan atau petujuk pelaksanaan
yang dibuat oleh BPD Semade
mengenai, pengawasan administrasi
keuangan desa. Peraturan Desa
(Perdes) di Desas, Semade yang
seharusnya'sudah dilaksanakan namun
pada kenyataannya belum dirancang
dan dibahas oleh Kepala Desa beserta
BPD.

. Menemukan / Mengetahti Apa yang

Terjadi

Berdasarkan hasil* wawancara
peneliti dengan beberapa informan
bahwa Laporan tertulis tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) kepada BPD
belum dilaporkan oleh P} Kepala Desa
Semade ._dikarenakan  Kketerbatasan
kemampuan Aparatur ;Desa dalam
menggunakan komputer  khususnya
Program Microesoft Excel dan Aparatur
Desa yang tidak masuk kantor pada
setiap hari kerja. Adanya permasalahan
lain seputar administrasi keuangan desa
yang juga terjadi seperti peran
pengawasan yang kurang diketahui
oleh anggota BPD dan pengawasan
BPD yang dinila mash kurang
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optimal,  buku-buku  administras
keuangan desa tidak dikelola secara
langsung oleh Bendahara Desa dan
kurangnya kerjasama antar sesama
Aparatur Desa dan juga BPD
mengalami hambatan dalam
mengawasi administrasi keuangan desa
seperti pelaksanaan keuangan desa~dli
Desa Semade dinilai tidak transparan
dan tidak sesuai .dengan harapan, Pj
Kepala Desar'yang jarang .berada di
kantor sehingga . sulit untuk
berkdmunikasi, dan kurangnya
komunikasi dan kerjasama antara
Aparatur Desa dengan BPD.
. Bandingkan Hasil Dengan Harapan
Berdasarkan  keterangan ' dari
bebergpa informan saat diwawancarai
oleh peneliti bahwa hasil yang dicapai
belum sesuai dengan harapan. Hal
tersebut dikarenakan masih belum
terselesaikannya SPJ  tahun 2015
sehingga Desa .. Semade belum
mendapatkan  dana—-tahun 2016,
keadaan kantor desa juga’belum sesuai
dengan harapan seperti kondis sarana
dan prasarana Kanter..serta Aparatur
Desa tidak ada berkomunikasi dengan
BPD daam mengambil kebijakan
penyusunan APBDes.
d. Menyetujui atau Tidak Hasil yang
Dicapai Disertai Dengan

Pengoreksian
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Aparatur Desa dan BPD masih
belum setuju dengan hasil yang
dicapai. Ha tersebut dikarenakan
tidak adanya
keterbukaan dan transparansi serta
SPJ yang belum dapat diselesaikan.

komunikasi,

Adapun perbaikan-perbaikan yang
diinginkan seperti  melaksanakan
pdatihan-pelatihan dan  Sumber
Daya Manusia (SDM) yang harus
sudah disiapkan;. meningkatkan
komunikasi* dan kerjasama antara
sesama aparatur desa “maupun
dengan BPD, BPD juga lebih aktif
daam mengawasi;+«BPD Semade
juga diikutsertakan dalam
penyusunan APBDes.dan aparatur
desa dapat lebih trasparan atau lebih
terbuka dalam pel aksanaan

keuangan desa.

D. SSMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V
tentang hasil penelitian dan
pembahasan,=dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum adanya standar pengawasan
atau petujuk pelaksanaan yang
dibuat oleh BPD Semade mengenal
pengawasan administrasi keuangan
desa. Peraturan Desa (Perdes) di

Desa Semade yang seharusnya
8
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sudah dilaksanakan namun pada
kenyataannya belum dirancang dan
dibahas oleh Kepala Desa beserta
BPD.

2. @ Laporan tertulis tentang
pel aksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) kepada BPD belum
dilaporkan oleh Pj.Kepala Desa
Semade .sehingga laporan
tertulis”™ tentang 'pelaksanaan
APBDes kepada BPD belum
dapat dibuat. Hal ini disebabkan
oleh:

i. Keterbatasan kemampuan
Aparatur Desa dalam
menggunakan komputer
khususnya Program Microsoft
Excel yang masih belum dapat
dikuasai oleh Aparatur Desa
terutama Bendahara Desa
Semade sehingga menghambat
proses pengerjaan Laporan
Pertanggungjawaban. APBDes.
Pelatihan program keuangan
desa di Kabupaten Landak
untuk sampai-.saat_ini belum
ada dilaksanakan.

ii. Aparatur Desa yang tidak
masuk kantor pada setiap hari
kerja. Di Desa Semade,
Aparatur Desa masuk kantor
berdasarkan jadwal piket yang
telah ditentukan sehingga sulit

LOVINA VALENTINE MAUKAR, NIM. E42012070

http://jurmafis.untan.ac.id

untuk mengadakan pertemuan
membahas Laporan

Pertanggungjawaban APBDes.

b) Adanya permasalahan lain

seputar administrasi  keuangan

desayang jugaterjadi seperti:

Peran pengawasan oleh BPD
yang kurang diketahui oleh
anggota BPD dan pengawasan
BPD*.yang dinilai mash

kurang optimal .

. Buku-=buku administras

keuangan | desa yang tidak
dikelola secara langsung oleh
Bendahara Desa dan
kurangnya kerjasama antar
sesama A paratur,Désa.
Adanya hambatan-hambatan
yang dialami oleh BPD dalam
mengawasi administrasi
keuangan desa Seperti
pelaksanaan keuangan desa di
Desa. Semade dinilai tidak
transparan dan tidak sesuai
dengan harapan, Pj Kepaa
Desa yang jarang berada di
kantor™~sehingga sulit untuk
berkomunikasi, dan kurangnya
komunikass dan kerjasama
antara Aparatur Desa dengan
BPD.

3. Hasil yang dicapai belum sesual

dengan harapan. Hal tersebut

Program Studi llmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
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dikarenakan oleh beberapa sebab,

yaitu:

a) Masih belum terselesaikannya
SPJ tahun 2015 sehingga Desa
Semade belum  mendapatkan
dana tahun 2016 disebabkan
karena kurangnya komunikas
antar Aparatur Desa yang tidak
semua masuk ke kantor setiap
hari.

b) Keadaan kantor desa juga belum
sesua  dengan'. harapan seperti
kondisi_ "'sarana dan prasarana
kantor juga masih memerlukan
perbaikan.

c) Aparatur Desa tidak ; ada
berkomunikasi dengan BPD
daam mengambil kebijakan
penyusunan APBDes.

4. Aparatur Desa dan BPD mash

belum setuju dengan hasil yang
dicapai dikarenakan tidak adanya
komunikasi,  keterbukaan  dan
trangparans serta~-SPJ_yang belum
dapat diselesaikan: Adapun
perbaikan=perbaikan yang
diinginkan  seperti...mel aksanakan
pelatihan-pelatihan  dan  Sumber
Daya Manusia (SDM) yang harus
sudah disiapkan, meningkatkan
komunikas dan kerjasama antara
sesama aparatur desa maupun
dengan BPD, BPD juga lebih aktif
dadam mengawasi, BPD Semade
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juga diikutsertakan dalam
penyusunan APBDes dan aparatur
desa dapat lebih trasparan atau lebih
terbuka dalam pel aksanaan
keuangan desa. Masyarakat Desa
Semade juga menginginkan agar
Pemerintah Desa Semade dapat
tetap mengutamakan kepentingan
masyarakat dan tetap
mensgahterakan masyarakat Desa

Semade.

E. 'SARAN

Berdasarkan  seluruh  hasil
penelitian serta kessmpulan yang atla,
dapat dikemukakan beberapa saran
sebagal berikut :

1. Perlu adanya standar pengawasan
ataupun  petunjuk  pelaksanaan
yang dibuat  oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Semade .mengenai jpengawasan
administrasi  keuangan desa. Pj
Kepda Desa @ dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Semade juga perlu merancang dan
membahas Peraturan Desa
(Perdes) di Desa Semade.

2.8 Pelu segera disdesaikan
Laporan  Pertanggungjawaban
APBDes sehingga laporan
tertulis tentang pelaksanaan
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APBDes dapat dibuat dan
kepada BPD.
Agar Laporan

disampaikan

Pertanggungjawaban APBDes

dapat diselesaikan maka perlu:

i. Meningkatkan kemampuan
dan keterampilan Aparatur
Desa dadam  mengelela
keuangan desa.. Hal tersebut
dapat _dilakukan  dengan
memberikan pelatihan
program “ketuangan desa
seperti_ program  Microsoft
Excel.

i, Perlu ditingkatkannya
kedisiplinan Aparatur; Desa
dengan cara mewagjibkan
Aparatur Desa untuk masuk
kantor pada setiap hari kerja
dan juga memberikan sanksi
atau hukuman yang tegas
bagi Aparatur Desa yang
tidak disiplin.

b) ‘Adapun  hal= yang  dapat

dilekukan dalan¥ - menangani
adanya permasalahan ‘lain
seputar administrasi keuangan
desa adal ah:

Seluruh anggota BPD harus
meningkatkan pemahaman
terhadap tugas pokok dan
fungsinya khususnya dalam
mengawasi pel aksanaan

keuangan desa di Desa
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Semade. Dengan mengetahui
semua tugastugas, maka
pengawasan yang dilakukan
oleh BPD dapat dilaksanakan
secara optimal.

Bendahara Desa dapat secara
langsung mengelola Buku-
buku administras  keuangan
desa. Buku-buku Administrasi
keuangan desa tidak hanya
dikelola oleh Kepala Desa
sgja. Aparatur Desa
diharapkan  dapat . saling
bekerjasama dan
berkomunikasi=Satu sama lain
sehingga Laporan
Pertanggungjawabah APBDes
dapat diselesaikan.

Perlu adanya transparansi; dan
keterbukaan dari  Aparatur
Desa mengenal pelaksanaan
keuangan desa sehingga tidak
menimbulkan adanya
kecurigaan dalam penggunaan
dana desa. Komunikasi serta
kerjasama antara Aparatur
Adanya dengan BOD boleh
lebih ditingkatkan lagi
mengingat Aparatur Desa dan
BPD adalah mitra kerja dalam
kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan di desa.

3. Agar hasil yang dicapai dapat

sesuai dengan harapan, maka:
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a) SPJ tahun 2015 dapat segera
diselesaikan sehingga Desa
Semade bisa mendapatkan
dana tahun 2016. Komunikasi
antarsesama  Aparatur Desa
juga dapat  ditingkatkan
dengan cara masuk ke kantor
pada setiap hari kerja sehingga
Aparatur Desa _dapat saling
berkomunikasi satu sama lain.

b) Melengkapi fasilitas di Kantor
Desa dan memperbaiki
fasilitas, Kantor Desa_ yang
sudah rusak. Dengan adanya
fasilitas yang memadai maka
pelayanan kepada masyarakat
dapat dilakukan secara
maksimal.

¢) Perlu adanya saling komunikasi

antara Aparatur Desa dengan
BPD khususnya dalam
pengambilan suatu kebijakan
seperti  kebijakan penyusunan
APBDes. BPD- juga sudah
seharusnya wajib ditkutsertakan
dalam rapat penyusunan
APBDes sehingga BPD
mengetahui APBDes yang telah
dirancang dan menyepakatinya
bersama K epala Desa.

4. Perlu untuk meningkatkan
komunikas antara Aparatur Desa
dan BPD dan juga perlu adanya
transparans atau keterbukaan dari
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Aparatur Desa kepada BPD
mengenai  pelaksanaan keuangan
desa. Adapun perbaikan-perbaikan
yang diinginkan dapat dilakukan
dengan tetap  mengutamakan
kepentingan masyarakat dan dapat
mensgjahterakan masyarakat Desa
Semade.

F.© KETERBATASANRENELITI

Dalam pelaksanaan penelitian
ini, ada bebergpa kendala ‘yang
dirasakan peneliti sehingga
menimbulkan kesulitan dalam
pelaksanaan penelitian.JAKéterbatasan
yang didami  penéliti.  dalam
pel aksanaan penelitian ini
diantaranya:

a Waktu pelaksanaan Kuliah'Kerja
Mahasiswa (KKM) yang
berbenturan dengan waktu
penyelesalan skripsi @i semester
delapan (8) menyebabkan pendliti
tidak hanya iterfokus pada
penyelesaran skripsi, tapi juga
pada pel aksanaan KKM.

b. Pola keasramaan yang
menyebabkan peneliti tidak leluasa
untuk keluar masuk asrama tanpa
memenuhi prosedur yang
ditetapkan berupa surat izin dari

lembaga sehingga  dirasakan
12
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mempersulit pendliti dalam
pel aksanaan penelitian.

c. Waktu penelitian yang diberikan
oleh lembaga hanya dua minggu
juga dirasskan terldu singkat
untuk  pelaksanaan  penditian

karena lokasi penditian yang

dituju lumayan jauh sehingga

untuk memperpanjang izin
membutuhkan.tenaga, waktu dan
biaya yang cukup besar.

d. Kurangnya keterampilan peneliti
dalam kalimat

menygebabkan peneliti mengalami

merangkai

kesulitan  untuk  menuangkan
pemikiran-pemikiran ke bhentuk
tulisan.

e. dJauhnya jarak tempuh menuju
daerah penelitian yang cukup
menyulitkan peneliti untuk
mendapatkan informasi-informasi
tambahan.

f. Informan yang-cukup sulit untuk
ditemui oleh peneliti_dikarenakan
kesibukan-kesibukan™~yang, ada
seperti
sebagainya.

berladang dan ‘lain
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